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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1  Kesimpulan 

Adapun beberapa point penting yang dapat dirumuskan sebagai 

kesimpulan, yaitu: 

1. Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi yang cukup berarti 

bagi perkembangan penerimaan total pajak daerah. 

2. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu harus didukung 

dengan sosialisasi secara kontinyu, model pembayaran secara online dan 

SAMSAT keliling. Hal ini sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak 

daerah.  

3. Keterlambatan membayar pajak dan harus membayar denda bukanlah 

contoh sebagai wajib pajak yang taat.  

6.2    Saran   

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, maka saran 

yang di berikan antara lain sebagai berikut: 

1.   Pendataan jumlah kendaraan bermotor sehingga memiliki kepastian data 

secara akurat. 

2.  Kerjasama dengan pihak kepolisian dalam operasi kendaraan bermotor 

sehingga dapat menjaring pemilik kendaraan bermotor yang tidak 

membayar pajak. 
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3. Badan Pengelola perlu melakukan edukasi, sosialisasi melalui media sosial, 

online,, mimbar keagamaan dalam upaya membangkitkan kesadaran 

masayarakat sebagai wajib pajak.  
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